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Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 684 1); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 684 1;; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Dacrah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 162); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 
2019 Normor 2). 

7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Dacrah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2019 Nomor 177). 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
Daerah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Tanah Laut tentang Pengesuhan Pokok- 

Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

Kabupaten Tanah Laut. 

KESATU 

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud diktum 

KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA 

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai salah satu 

dokumen dalam penyusunan Rencana 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut. 

KETIGA 

Kerja 

Segala biaya yang imbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut. 

KEEMPAT 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pclaihar 
pada tanggal 27 Februari 2023 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TANA LAUT, 

KETUA,| 

X 
MUSLIMIN 

WAKIETUA WAKIL KETUA, 

H. ATMARI H. RAHIMULLAH 
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